BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya sebagai jalan berkembang biak dan melestarikan
keturunannya. pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling
utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Oleh sebab itu baik
negara maupun agama mengatur dengan tegas mengenai perkawinan agar
menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Dampak dari sebuah
peraturan maka timbulah hak dan kewajiban, baik suami maupun istri
mempunyai ketentuan masing masing yang diatur secara terperinci dalam
hukum Islam maupun negara, agar tidak mendholimi satu sama lain. Salah
satu hal yang diatur dan ditekankan oleh hukum Islam dan hukum positif
yaitu mengenai nafkah seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. baik
itu nafkah lahir yang berupa minuman, makanan, pakaian dan sebagainya.

Seringkali nafkah batin yaitu berupa kasih sayang, cinta, serta hasrat
seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Pemenuhan kebutuhan
tersebut membuktikan sebuah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah
tangga dan apabila nafkah tersebut tidak terpenuhi maka suami tersebut

dikenal tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. sesuai perintah yang ada



dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80 ayat 4 yang berbunyi “sesuai
dengan penghasilannya suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan
anak

c. Biaya pendidikan bagi anak.'

Sebagaimana juga firman Allah SWT dalam Alquran surat Al-
Baqgarah ayat 233 yang berbunyi :

------- AL G528 545y 4 50T Je5

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada

. 2
Para ibu dengan cara ma'ruf. ”

Ayat di atas merupakan petunjuk yang sangat jelas pergaulan antara
suami dan istri, agar keduanya bergaul secara maruf (baik). Dalam artian,
Memberi nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sah dan benar.
Hakikatnya pergaulan tersebut tidak hanya meliputi aspek materi namun
juga aspek immateri atau perasaan berupa hubungan yang baik, perlakuan
yang baik, keadilan dan aspek sisi ekonomi yang menjadi penunjang roda
kehidupan rumah tangga yang kuat.

Dari uraian sebelumnya secara tidak langsung menunjukkan peran
penting suami dalam memenuhi hajat istrinya, begitu juga istri mempunyai

kewajiban memenuhi hajat seksual suaminya, selama tidak ada halangan

! Departemen Agama, KHI dan UU NO.1 thn 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: 1996), 223-224.
2 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: 2002), 38.



atau larangan istri melayani suami, maka istri wajib apabila suatu saat suami
mengajak berhubungan badan atau kelamin.

Sayyid Muhammad Ridhwi dalam bukunya yang dikutip dari hadist
Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa ada kalanya seorang suami wajib
melakukan hubungan seksual dengan istrinya sekurang-kurangnya sekali
dalam empat bulan, sebab ini dipandang sebagai salah satu hak perkawinan
bagi si istri. Kewajiban tersebut tetap berlaku selama tidak ada alasan yang
sah atau bila si istri membiarkan haknya itu gugur.3 Untuk memperjelas
pembahasan, seksualitas diartikan sebagai suatu pengungkapan emosi,
perasaan, watak dan orientas seksual. Terdapat dua konsep makna
seksualitas yaitu sex act dan sex behavior. Sex act merupakan konsepsi dari
pengertian sex sebagai memiliki anak dan pengungkapan rasa sayang serta
cintanya. Sedangkan Sex behavior merupakan konsepsi dari pengertian sex
sebagai kepuasan belaka.*

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat Al-Imran Ayat
14 yang berbunyi:

AW e T iy ey LT T el S5 W 55
ol i&;wﬂ 3ol e S uﬂb,o.s:;\“ Gl ST 254015
Artinya:”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan

kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta
yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang

¥ Muhammad Ridhwi, Perkawinan dan Seks dalam Islam, (Jakarta: PT.Lentera Britama, 1996), 92.

* Rahmat Sudirman, Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Islam, (Yogyakarta: PT.Media
Pressindo, 1999), 31.



ternak. dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di

sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Namun demikian, dalam persoalan yang berkaitan dengan proses
pemenuhan nafkah batin bagi suami istri tidak selalu sesuai dengan
penerapannya, salah satunya karena keberadaan suami istri tersebut
berjauhan mungkin karena terikat kontrak kerja atau karena keadaan
tertentu. Salah satu contoh hambatan dalam pemenuhan nafkah batin
tersebut dapat dilihat pada kasus yang terjadi di RUTAN (Rumah Tahanan),
bagi suami atau istri yang tinggal sementara waktu di rutan sudah tentu
berpisah yang disebabkan salah satu dari suami istri tersebut harus menjalani
proses penyelidikan ataupun persidangan.

Upaya penahanan yang dilakukan pihak kepolisian sudah tentu
memiliki konsekwensi tersendri bagi suami maupun istri. Dari pihak suami
tidak dapat berusaha memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin
istrinya yang mana menjadi kewajibannya, begitu pula istri yang tidak bisa
merasakan haknya seperti pada umumnya karena memang sangat dibatasi
ruang geraknya. Hal seperti itu dirasakan juga oleh tahanan yang berada di
Polsek Tandes Surabaya.

Bagi tahanan yang mendekam di Polsek Tandes Surabaya yang
mayoritas adalah laki-laki merasakan kesulitan untuk memenuhi hasrat
seksual maupun pemenuhan nafkah batin lainnya. Kesulitan tersebut

disebabkan karena tidak adanya ruang khusus bagi tahanan untuk

® Ibid., 52.



melepaskan hajat mereka. Meskipun masa penahanan mereka dalam proses
penyelidikan yang umunya hanya 20 hari sampai paling lama + 40 hari
sebelum akhirnya divonis oleh hakim, sebab kebutuhan seperti itu tidak
dapat diketahui kapan datangnya. Akan tetapi Polsek Tandes Surabaya
mempunyai kebijakan tersendiri untuk para keluarga jika ingin membesuk
tahanan, lembaga bersangkutan memberi izin besuk dalam jangka seminggu
dua kali yaitu pada hari selasa dan kamis dengan estimasi waktu antara jam
10.00 s/d 14.00 , di jam serta hari tersebut keluarga bisa membesuk tanpa
ada batasan waktu lamanya bertemu, sesuai situasi dan kondisi pada hari itu.
Kalau pada hari itu ramai oleh pembesuk maka petugas akan memberi
batasan karena ruang jenguk tidak begitu besar dan harus bergantian dengan
yang lain.

Pada dasarnya tidak ada peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan
POLRI (Polisi Republik Indonesia) yang mengatur mengenai pemenuhan
nafkah batin di dalam tahanan, hanya saja setiap tingkatan lembaga seperti
di POLRES (Polisi Resort) mempunyai kebijakan tersendiri, contoh seperti
di POLRESTA Medan yang memeberikan pelayanan berupa ruang biologis
kepada para tahanannya, sedangkan di Polsek Tandes Surabaya sendiri hanya
memberikan ruang jenguk, di sisi lain ketika menjenguk tidak boleh ada
kontak fisik yang berlebihan antara penjunguk dan tahanan ini dikarenakan
takut terjadi kecemburuan sosial antar tahanan. Sebagai pengontrol
emosional atau psikologi para tahanan Polsek Tandes Surabaya

membolehkan para tahanan untuk menerima sesuatu dari keluarga



kebanyakan yaitu makanan dan pakaian, dari dalam tahanan juga boleh
beribadah leluasa seperti membaca Alquran dan yang bersifat agamis.

Hubungan seksual suami istri selain dapat melanjutkan keturunan, di
sisi lain juga membawa ketentraman perasaan satu sama lain, terlebih jika
suami manjadi seorang tahanan, yang ruang geraknya jelas dibatasi oleh
negara dan peraturan dari lembaga itu sendiri, akan menjadikan kebahagian
tersendiri bagi suami, juga meminimalisir sebuah pertikaian, perceraian,
perzinahan dan penyimpangan seksual yang bisa saja terjadi antara kedua
belah pihak. Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh MENKUMHAM (Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia) Nomer 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada bab III dijelaskan
mengenai kewajiban dan larangan narapidana di pasal 4 pada ayat 2 yang
berbunyi “narapidana atau tahanan dilarang melakukan perbuatan asusila
dan/atau penyimpangan seksual. Adanya larangan tersebut sebaiknya
diimbangi juga dengan sebuah solusi yang bisa meminimalisir kegiatan
penyimpangan di dalam rutan.

Sebab ajaran agama Islam sendiri juga menganjurkan untuk menjauhi
sebuah kemudhorotan yang bisa merugikan diri sendiri atau disini
maksudnya para tahanan, maka menurut hematnya diperlukan sebuah
maslahah (sesuatu yang baik atau bermanfaat) untuk menjaga tujuan syarak

tetap tercapai yaitu meliputi memelihara agama, memelihara jiwa,



memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.® Jadi
maslahah tersebut tidak hanya diukur oleh akal manusia saja namun juga
selaras dengan tujuan syarak yang telah dikemukakan di atas. Akan tetapi
tidak semua syarak ada dalilnya hal ini disebut dengan maslahah mursalah,
maslahah yang menurut istilah artinya manfaat sedangkan mursalah artinya
lepas. Beberapa pendapat ulama’ mengenai pengertian maslahah mursalah ,
yaitu :

Menurut Abu Nur Zuhair, maslahah mursalah adalah suatu sifat yang
sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syarak.
Abu Zahrah mendefinisikannya dengan suatu masalah yang sesuai dengan
maksud-maksud pembuat hukum secara umum, tetapi tidak ada dasar yang
secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.” Sedangkan menurut Dr.
Nasrun Rusli, maslahah mursalah yaitu suatu upaya dalam menetapkan
hukum yang berdasarkan atas kemaslahatan, dan tidak ditetapkan
hukumnya dalam nas maupun 7jma’ serta tiada penolakan tasnya secara
tegas, akan tetapi kepentingan tersebut didukung oleh dasar syari’at yang
bersifat umum dan pasti yang sesuai dengan tujuan syarak.®

Oleh karena itu maslahah mursalah yaitu maslahah yang lepas dari
dalil khusus. Terdapat perbedaan pendapat dari 4 mazhab yang dipakai oleh
Islam mengenai kehujjahan maslahah mursalah ini dan juga mengenai

pemenuhan nafkah batin oleh tahanan mempunyai pandangan tersindiri di

® Amir Syarifudin, Ushul Figh,jilid 11, (Jakarta: PT.Kencana, 2009), 245-246.
’ Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Figh, (Bandung: PT.Pustaka Setia, 1998). 117.
® Nasrun Rusli, Konsep ljtihad Al-Syaukhani, (Jakarta: PT.Logos, 1999). 33.



setiap 4 mazhab ini ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang yang

menolak seutuhnya. Melihat banyaknya kasus yang sebenarnya dialami oleh

tahanan akibat hal yang telah dijelaskan di atas. Penulis tertarik untuk

membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Polsek Tandes

Surabaya bagi Keharmonisan Rumah Tangga Tahanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasiknan

permasalahan yang mungkin timbul di antaranya yaitu:

1.

Kewenangan Polsek Tandes Surabaya dalam membuat kebijakan

pemenuhan nafkah batin oleh tahanan.

. Kewenangan Polsek Tandes Surabaya dalam memberi izin terhadap

pemenuhan nafkah batin.

. Bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin oleh tahanan.

Hak dan kewajiban tahanan di dalam penjara.

Dampak pemenuhan nafkah batin oleh tahanan bagi keluarga.

Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemenuhan nafkah
batin.

Maslahah mursalah terhadap kebijakan Polsek Tandes Surabaya.

Latar belakang kasus para tahanan di Polsek Tandes Surabaya.

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, untuk lebih

fokus dan tidak menimbulkan bias, maka penulis membatasi masalah, yaitu:

1.

Kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi keharmonisan rumah tangga

tahanan.



2. Maslahah mursalah atas kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi

keharmonisan rumah tangga tahanan?

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, beberapa permasalahan
pokok yang diteliti antara lain sebagai berikut:
1. Apa kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi keharmonisan rumah
tangga tahanan?
2. Bagaimana analisis maslahah mursalah atas kebijakan Polsek Tandes

Surabaya bagi keharmonisan rumah tangga tahanan?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat
jelas perbedaan kajian yang dilakukan bukan merupaka pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Arif Pristiawan yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Seksual Narapidana (Studi Kasus
di Rutan Banjarsari Gresik)”. Skripsi ini menjelaskan tentang penyimpangan
para tahanan seperti onani atau mansturbasi, yang dalam hukum Islam masih

menimbulkan perbendaan pendapat, kurangnya waktu dan ruang bagi
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tahanan yang sudah berstatus nikah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya
sebagi faktor utama terjadinya penyimpangan seksual tersebut.’

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dedy Sulistyanto yang berjudul
“Kewajiban Suami Narapidana Terhadapa Keluarga (Studi Kassus di Lapas
Kelas IT A Bateng Ambarawa)” skripsi ini meniliti tentang kewajiban suami
narapidana dalam menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuanya,
dengan cara mengikuti program kemandirian dan mendapat upah, serta
keluarga diberi wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan,
adanya dukungan dari pihak lembaga menjadi faktor pendukung bagi
narapidana. Sebab ditinjau dari hukum islam dan perundang-undangan wajib
bagi suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam Al-quran, KHI
dan undang-undang No.1 tahun 1974."

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Nicolaus Bela Marzelo Negrou yang
berjudul “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi
Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawinan” jurnal ini
meneliti tentang peran lembaga dalam memenuhi kebutuhan seksual
narapidana di tengah-tengah keterbatasan ruang dan waktu serta tidak
adanya payung hukum yang jelas. Dalam upayanya lembaga pemasyarakatan
purwokerto memberi fasilitas berupa Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang

Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), di sisi lain juga ada

° Arif Pristiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Seksual Narapidana, (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2007).

1% Dedy Sulistyanto, Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Keluarga, (Skripsi, STAIN Salatiga,
2014).
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pembinaan kepribadian untuk narapidana atau tahanan agar ketika nanti
kembali kemasyarakat dapat diterima dengan baik."'

Keempat, adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Aisy Soraya yang
berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Telukdalam Banjarmasin”.
Dalam skripsi ini meneliti tentang masalah dari seorang suami yang tinggal
di rumah tahanan, akibat tindakan pidana yang dilakukannya, sehingga
mengalami kesulitan untuk melakukan hasrat seksual atau pun pemenuhan
nafkah batin lainnya. tidak tersedianya bilik mesra bagi pasangan suami istri
yang tempatnya nyaman, aman, dan tidak diketahui orang lain atau anggota
penghuni LP (Lemabaga Pemasyarakatan) lainnya ketika melakukan hasrat
seksual maupun pemenuhan nafkah batin lainnya bagi suami istri. bentuk-
bentuk pemenuhan nafkah batin yang bias dilakukan narapidana Lembaga
Pemasyarakatan Teluk dalam Banjarmasin, yaitu memberikan kasih sayang,
cinta, pendidikan, dan penyaluran hasrat seksual, dengan bentuk tatap muka
dan bersenda gurau yang kerap dilakukan narapidana terhadap istrinya,
sedangkan penyaluran hasrat seksual dalam upaya pemenuhan nafkah batin
jarang dilakukan narapidana terhadap istrinya demi untuk menjaga

kehormatan istrinya di tengah umum."

" Nicolaus Bela Marzelo Negrou, Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam
Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawina, (Skripsi, Universitas Atma
Jaya, Yoyakarta. 2015).

'? Aisy Soraya, Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Telukdalam Banjarmasin, (Skripsi, IAIN Banjarmasin,
2014).
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Kelima, thesis yang disusun oleh saudara Lukman Hakim yang
berjudul “Pemenuhan Nafkah Batin Istri Yang Terpidana di Lapas Kelas II A
Malang, Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga” thesis ini
menjelaskan tentang pemenuhan nafkah batin di lapas terasa sangat
kesulitan, ini disebabkan tidak adanya ruang dan waktu yang memadai
disertai dengan proses administratif yang rumit membuat enggan untuk
meminta izin penggunaan fasilitas tersebut dan dalam thesis ini lebih

ditekankan pada hubungan pemenuhan biologis."

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat yaitu untuk menjawab pertanyaan
sebagaiamana yang ada dalam rumusan masalah di atas sehingga nantinya
dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini.
Adapun tujuan tersebut ialah:
1. Mengetahui kebijakan di Polsek Tandes Surabaya bagi keharmonisan

rumah tangga tahanan.

2. Mengetahui analisis maslahah mursalah bagi keharmonisan rumah

tangga tahanan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek,

yaitu:

3 Lukman Hakim, Pemenuhan Nafkah Batin Istri Yang Terpidana di Lapas Kelas 11 A Malang,
Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)
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. Kegunaaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah
ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang
perkawinan khususnya yang terjadi terhadap para tahanan yang
mempunyai keadaan terbatas ruang geraknyan dan sebagai syarat

memperoleh gelar strata 1.

. Keguanaan secara prakstis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi aparat POLRI sebagai bahan masukan untuk
kedepannya agar lebih baik lagi dan untuk masyarakat pada umumnya

agar memperhatikan keadaan keluarga yang menjadi tahanan.

F. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalah pamahaman dalam tafsiran judul penelitian

ini, maka penulis akan memaparkan pengertian yang bersifat operasional

sebagai berikut:

1.

Hukum Islam : Hukum Islam yang dimaksud adalah teori tentang
maslahah mursalah dan teori tentang naftkah dalam keluarga.

Kebijakan Polsek Tandes Surabaya: diizinkannya tahanan untuk
bertemu dengan keluarganya dalam upaya pemenuhan nafkah batin,
dengan beberapa syarat yang telah disepakati antara tahanan dan

petugas Polsek Tandes Surabaya.
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G. Metode Penelitian
Dalam upaya menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang
bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian yang sesuai
untuk memperoleh dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara
sistematis berdasarkan ilmu pngetahuan yang ada.
1. Data yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan merupakan data dari keterangan
seseorang yang dijadikan objek penelitian maupun yang berasal dari
dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk
lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.
Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian
ini data yang akan dihimpun yaitu:
a. Data tentang bentuk kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi
keharmonian rumah tangga tahanan.
b. Data yang diperoleh dari literasi yang relevan terhadap hukum islam
khususnya tentang maslahah mursalah.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2, yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data primer yang dipakai dalam penulisan ini adalah
penjelasan yang didapat dari hasil wawancara terhadap tahanan
yang terikat perkawinan beserta istrinya dan petugas dari Polsek

Tandes Surabaya.
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b. Sumber data sekunder

Yakni bahan pustaka yang menjelaskan mengenai hukum

primer, antara lain Undang-undang, hasil penelitian terdahulu,

putusan pengadilan dan pustaka yang seputar hukum primer, adapun

beberapa literatur terkait meliputi:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Departemen Agama, KHI dan UU NO.l thn 1974 tentang
Perkawinan

Muhammad Ridhwi, Perkawinan dan Seks dalam Islam

Rahmat Sudirman, Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana
Islam

Rachmat Syafi’i, /imu Ushul Figh

Nasrun Rusli, Konsep [jtihad Al-Syaukhani

Amir Syarifuddin, Ushul Figh 1T

Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh

Taha Jabir Al Alwani, Metode Hukum Islam Konteporer

Masykur Anhari, Ushul Figh

10) Asmawi, Perbandingan Ushul Figh

3. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.'

Yang merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Data

dapat diperoleh dengan sistem tanya jawab antara pewawancara

4 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009), 186.
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dengan terwawancara yang pertanyaanya sudah disusun dan
direncanakan agar pertanyaan lebih terfokus, namun tidak
dipungkiri ada tambahan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah
tersebut di atas. Sasaran wawancara adalah Kepala Petugas yang
menangani Tahanan di Polsek Tandes Surabaya dan para tahanan
yang berkeluarga.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat
oleh subjek sendiri atau orang lain."> Sasaranya mencari data berupa
catatan, data monografi Polsek Tandes Surabaya, jumlah tahanan
yang ada dan lainnya yang dianggap perlu.
4. Tekhnik Pengolahan Data
Dari data yang telah diperoleh selanjutnya penulis mengolah data
dengan berbagai langkah pengolahan data, langkah yang harus ditempuh
dalam pengolahan data sebagai berikut:
a. Editing
Yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang
diperoleh setelah data terkumpul. Maka kegiatan selanjutnya adalah
memeriksa kembali mengenai peraturan atau kebijakan bagi
keharmonisan rumah tangga tahanan istrinya di Polsek Tandes

Surabaya.

!> Haris herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk IImu-ilmu Sosial, (Jakarta: PT.Salemba
Humanika. 2010), 143.
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b. Organizing
Yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian
sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur, kegiatan
ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk
memperoleh gambaran yang jelas tentang pemenuhan nafkah batin
oleh tahanan di Polsek Tandes Surabaya.
5. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk
menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat
diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti.'®
Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:
a. Teknis diskriptif analisis
Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara
sistematis kebijakan Polsek Tandes Surabaya, kemudian dianalisis
sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat
ditarik kesimpulan. Dalam hal ini mengambil kasus di Polsek
Tandes Surabaya yang berkaitan dengan kebijakan bagi
keharmonisan rumah tangga tahanan, kemudian dikaitkan dengan
teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam berbagai literatur sabagai
analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat

umum.

'® Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: PT.Alfabeta, 2013), 244.
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b. Pola pikir deduktif
Yaitu metode berpikir yang pada awalnya mengemukakan
teori-teori bersifat umum tentang nafkah dan maslahah mursalah
yang ada hubungannya dengan hukum Islam, selanjutnya digunakan
untuk menganalisis kasus yang terjadi di Polsek Tandes Surabaya,
dengan analisis terhadap peraturan ataupun kebijakan bagi

keharmonisan rumah tangga tahanan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari V bab yang
mempunyai beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang saling
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sistematika
pembahasan agar mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus, sebagai
berikut:

Bab Pertama, sebagai Pendahuluan merupakan bab pertama dalam
pembuatan penelitian ini, agar penelitian benar-benar terfokus, oleh sebab
itu, dalam bab pendahuluan ini sedikit dijelaskan menganai problematika
tahanan dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah batin terhadap
istrinya. Pada bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang
menggambarkan masalah itu timbul, yang nantinya akan diidentifikasi dan
diberi batasan masalah agar nantinya pada rumusan masalah tidak melebar
ke permasalah lain atau pembahasan lain, kajian pustaka dan yang terkahir

sistematika pembahasan.



19

Bab Kedua, Landasan Teori, berisi Gambaran Umum Tentang
Konsep Maslahah Mursalah Dan Nafkah: Pengertian Nafkah Serta kadarnya,
Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga Menurut Islam, Hak dan Kewajiban
menurut KHI. peneliti memasukkan kajian teori sebagai perbandingan dari
penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran
tentang objek yang akan diteliti, dan nantinya kajian teori ini akan
disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga kajian teori
dapat dijadikan alat analisis untuk menjelaskan bagian data yang telah
dikumpulkan.

Bab Ketiga, Merupakan hasil dari penelitian, berisi tentang gambaran
umum tentang Polsek Tandes, data data tahanan, bentuk kebijakan Polsek
Tandes Surabaya dan faktor penghambat kebijakan Polsek Tandes Surabaya.

Bab Keempat Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap
kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi keharmonisan rumah tangga
tahanan.

Bab Kelima, Merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang
menyajikan kesimpulan yang disertai dengan saran-saran dan dalam bab
terkahir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran

yang dianggap perlu.



